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Infrastructure development is essential for community welfare and national
economic growth, serving as a long-term investment. This study aims to
examine the implementation of the Urban Infrastructure Development
Program in Sumedang Utara District, Sumedang Regency. The research uses
a qualitative approach, focusing on the dimensions of designed policy,
resources, community participation, and involved actors. Informants were
selected through purposive sampling, including the Head of Development and
Community Empowerment at the district level, Heads of Development in
Kotakaler and Situ Urban Villages, and the Community Empowerment
Institution (LPM). Data collection techniques included observation,
interviews, documentation, and triangulation. Data validity was tested through
credibility, transferability, dependability, and confirmability. Data analysis
was carried out through data collection, reduction, display, and verification.
The findings indicate that the program implementation has been fairly
effective marked by policy clarity, program relevance, and growing
community participation. The support of resources and simple technology
further strengthens implementation. However, challenges remain, such as
uneven information dissemination, limited understanding of policies, and
suboptimal task distribution. Coordination among actors and capacity building
for implementers are key areas that need continuous improvement.
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1. INTRODUCTION

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat
dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk
menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan
terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan
melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Pembangunan Infrastruktur penting bagi suatu negara dikarenakan tujuannya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Infrastruktur menjadi
investasi jangka panjang bagi suatu negara.

Indonesia saat ini tengah dalam masa pembangunan yang bertujuan untuk mencapai cita— cita bangsa
dan tujuan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta
Undang — Undang Dasar 1945 di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus meningkat dan berubah ke
arah yang lebih baik melalui berbagai program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan yang
merupakan jaringan transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, karena itu jalan
merupakan peranan penting untuk mendukung kegiatan dan menyejahterakan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dalam jangka pendek menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi dalam
jangka menengah dan jangka panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor
ekonomi, sehingga pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk peningkatan kualitas
pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan mobilitas barang.
Ketersediaan infrastruktur yang baik membawa dampak yang baik terhadap aktivitas warga atau masyarakat
kemudian sebaliknya apabila infrastruktur buruk maka kemungkinan akan berdampak buruk terhadap
masyarakat seperti aktivitas petani masyarakat akan terganggu untuk membawa hasil panen, aktivitas
pendidikan terganggu di karena kan faktor kondisi jalan yang kurang baik, kemudian aktivitas pengendara
berdampak rawan terjadi kecelakaan dikarenakan kondisi jalan buruk, dan berdampak juga terhadap
perekonomian.

Oleh karena itu pemerintah dapat memberikan yang terbaik dan memfasilitasi dengan infrastruktur yang
baik yang mana sudah dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan sarana yang paling mendasar
dan sering digunakan oleh masyarakat untuk mendukung aktivitas masyarakat demi kelangsungan hidup.

Pembangunan infrastruktur menjadi program pembangunan nasional dari pemerintah pusat yang juga
dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk memajukan suatu daerah
bahkan negara. Pembangunan sebuah wilayah menunjukkan keberhasilan pemerintah. Pembangunan itu dapat
berupa infrastruktur maupun pembangunan manusianya itu sendiri.

Terdapat beberapa infrastruktur rusak yang mengganggu terhadap masyarakat di beberapa kelurahan
yang ada di kecamatan sumedang utara.

Tabel 1. Kerusakan Infrastruktur

No Kelurahan Infrastruktur Rusak / Bermasalah
1 Kelurahan Kotakaler Jalan lingkungan yang ada di sekitar lingkungan Dano
mengalami kerusakan
2 Kelurahan Situ Jalan lingkungan yang ada di sekitar lingkungan Karapyak

sampai ke arah UNSAP di beberapa titik mengalami kerusakan
Beberapa bangunan di sekitar kantor BKAD mengalami
kerusakan diakibatkan pergerakan tanah

3 Kelurahan Talun Jalan lingkungan yang ada di sekitar Talun Kidul mengalami
kerusakan
Kerusakan sistem drainase di beberapa RW
Sumber: Hasil Observasi di Kelurahan & Kecamatan Sumedang Utara 2025
Data pada tabel menunjukkan bahwa beberapa kelurahan di Kecamatan Sumedang Utara mengalami
kerusakan infrastruktur, terutama pada jalan lingkungan dan drainase. Kerusakan jalan terjadi di wilayah Dano
(Kotakaler), dari Karapyak ke arah UNSAP (Situ), dan Talun Kidul (Talun). Selain itu, Kelurahan Situ juga
mengalami kerusakan bangunan akibat pergerakan tanah, serta kerusakan drainase di beberapa RW di
Kelurahan Talun. Hal ini menandakan perlunya perbaikan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaiamana kinerja implementasi
program, faktor-faktor penghambat yang dihadapi, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk
mengatasai factor yang menghambat implementasi program. Penelitian ini diharapkan dapat meberikan
kontribusi teoritis dalam pengembangan studi administrasi public dan menjadi bahan perttimbangan praktis
dalam peningkatan kualitas manajemen pegawai di lingkungan kecamatan.
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2. METHOD

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan Metode kualitatif dengan metode inquiry, bahwa studi kasus
sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu
melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu
konteks. Sistem terikat ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program,
peristiwa, aktivitas atau suatu individu dan organisasi. Dengan perkataan lain, studi kasus merupakan penelitian
dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even,
proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan
menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Subjek penelitian menurut
Melong dalam Shofa (2020) menjelaskan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang
dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang menjadi tempat penelitian. Teknik
yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling.
Menurut Sugiyono (2017) Purposive sampling adalah adalah “Teknik pengambilan sampel dengan
pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah penelitian ini adalah para pelaksana
yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan
peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian
adalah pegawai Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang yang dituangkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Subjek Penelitian

No Unsur Jumlah (orang)
L. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kecamatan) 1
2. Kasi Pembangunan (Kelurahan Kotakaler) 1
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 1
4. Kasi Pembangunan (Kelurahan Situ) 1
Jumlah 4

Untuk pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan
Teknik pengumpulan data penelitian adalah untuk mendapatkan data. Penulis menggunakan Teknik
pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisi beragam literatur
baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti.

2. Studi lapangan, yaitu Teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek
penelitian, diantaranya melalui Teknik berikut:

a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala
kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam
proses kerja.

b) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta kepada berbagai pihak yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta
terarah sesuai dengan pedoman wawancara.

c¢) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa foto-foto dengan catatan harian lapangan yang
merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.

d) Trianggulasi, yaitu Teknik pengolahan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai Teknik
pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan pengumpulan data
yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibiltas data dengan berbagai
Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti
menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang
sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda
dengan Teknik yang sama
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3. RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi program merupakan tahap ketika rumusan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan,
pembagian tugas, penggunaan sumber daya, pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Dalam pembangunan infrastruktur kelurahan, implementasi tidak hanya berkenaan
dengan penyelesaian keluaran fisik, tetapi juga ketepatan penentuan kebutuhan, keterbukaan penggunaan
sumber daya, keterlibatan masyarakat, koordinasi antarpelaksana, kualitas hasil, dan keberlanjutan
pemeliharaan. Dengan demikian, keberhasilan program perlu dinilai dari hubungan antara rancangan kebijakan
dan kondisi pelaksanaannya di lapangan.

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung pada wilayah kelurahan
dan Kecamatan Sumedang Utara, serta dokumentasi kebijakan. Data dianalisis secara tematik melalui empat
dimensi, yaitu kebijakan yang dirancang, sumber daya, partisipasi masyarakat, dan aktor yang terlibat.
Keempat dimensi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi program relatif berjalan, tetapi masih
memerlukan penguatan pada pemahaman masyarakat, pemerataan pemanfaatan teknologi, kapasitas pelaksana,
keluasan partisipasi, dan mekanisme pemeliharaan.

Menurut Merilee S. Grindle (1980), implementasi program dipengaruhi oleh content of policy atau isi
kebijakan dan context of implementation atau konteks pelaksanaan. Isi kebijakan meliputi kepentingan yang
dipengaruhi, jenis manfaat, perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana, dan sumber
daya. Konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan dan strategi aktor, karakteristik institusi, serta
kepatuhan dan respons kelompok sasaran. Kerangka tersebut relevan karena program infrastruktur kelurahan
di Sumedang Utara mempertemukan tujuan pembangunan, kapasitas anggaran dan aparatur, kebutuhan warga,
serta koordinasi berbagai lembaga pada tingkat lokal.

1) Kebijakan yang Dirancang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan program telah diterjemahkan ke dalam indikator yang
relatif spesifik dan terukur, terutama target fisik pembangunan dan capaian kegiatan yang digunakan untuk
pelaporan serta evaluasi. Kejelasan tersebut membantu pelaksana menentukan pekerjaan, lokasi, waktu, dan
hasil yang harus dicapai. Relevansi kebijakan juga dinilai cukup baik karena jenis pembangunan diselaraskan
dengan kebutuhan masyarakat dan visi pembangunan daerah. Temuan observasi berupa perbaikan fisik dan
dokumentasi kegiatan menguatkan bahwa rancangan program telah menghasilkan keluaran nyata.

Kejelasan tujuan merupakan prasyarat penting, tetapi rancangan program juga harus menjelaskan
sumber masalah, kelompok penerima manfaat, skala prioritas, pembiayaan, standar teknis, dan pemeliharaan.
Faradila dan Lutfi (2020) menunjukkan bahwa desain kebijakan dana kelurahan dapat menghadapi masalah
ketika nomenklatur, karakter transfer, serta formulasi alokasi tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan khusus
pembangunan fisik dan pemberdayaan. Temuan tersebut menjadi pembanding bahwa kejelasan target fisik di
Sumedang Utara perlu ditopang oleh ketepatan desain pendanaan dan hubungan yang konsisten antara masalah,
instrumen, pelaksana, dan hasil.

Kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan lokal tampak dari penggunaan masukan masyarakat dalam
penentuan prioritas. Namun, pemahaman warga terhadap isi kebijakan masih belum merata. Sebagian
masyarakat lebih mengenal hasil pembangunan daripada dasar penetapan prioritas, keterbatasan anggaran,
tahapan pengadaan, atau standar pelaksanaan. Kondisi ini dapat membentuk persepsi bahwa tidak
diakomodasinya suatu usulan merupakan bentuk pengabaian, padahal usulan mungkin harus diseleksi
berdasarkan urgensi, kewenangan, kelayakan teknis, dan ketersediaan dana.

Karundeng, Kawung, dan Rorong (2022) menemukan bahwa implementasi penggunaan dana kelurahan
dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan apabila proses perencanaan serta
penyalurannya berjalan dengan baik. Karena itu, komunikasi kebijakan di Sumedang Utara perlu menjelaskan
bukan hanya daftar kegiatan yang disetujui, tetapi juga kriteria seleksi, alasan penundaan usulan, nilai
anggaran, jadwal, pelaksana, serta ukuran keberhasilan. Kejelasan semacam ini memperkuat legitimasi
program dan mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dengan warga.

Ditinjau dari dimensi isi kebijakan Grindle, program telah memberikan manfaat langsung berupa
perbaikan sarana dan prasarana lingkungan. Meski demikian, perubahan yang diharapkan seharusnya tidak
berhenti pada selesainya bangunan. Program perlu menetapkan hasil lanjutan, misalnya peningkatan
aksesibilitas, pengurangan genangan, perbaikan sanitasi, keselamatan warga, atau kelancaran aktivitas sosial
ekonomi. Penambahan indikator manfaat akan membuat evaluasi lebih substantif daripada sekadar
membandingkan target dan realisasi fisik.
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2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur yang menentukan apakah rancangan dapat dilaksanakan sesuai tujuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan lokal dimanfaatkan secara efisien dan tertib sesuai kebutuhan
lapangan. Infrastruktur yang telah tersedia juga dimaksimalkan untuk menunjang pekerjaan. Pemanfaatan
sumber daya lokal dapat menekan biaya, mempermudah pasokan, dan mempercepat penyelesaian pekerjaan,
sepanjang kualitas bahan tetap memenuhi spesifikasi teknis.

Ketersediaan sumber daya tidak hanya menyangkut bahan, tetapi juga anggaran, tenaga pelaksana,
informasi, kewenangan, fasilitas, serta kemampuan mengelola pekerjaan. Syahputra, Purba, dan Damanik
(2021) menunjukkan bahwa infrastruktur berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga kualitas
alokasi dan pelaksanaannya mempunyai konsekuensi lebih luas bagi aktivitas masyarakat. Dalam konteks
Sumedang Utara, efisiensi bahan harus berjalan bersama pengendalian mutu, dokumentasi penggunaan,
pemeriksaan pekerjaan, dan perencanaan biaya pemeliharaan.

Teknologi sederhana seperti grup WhatsApp dan aplikasi koordinasi telah membantu penyampaian
informasi, pendataan, serta komunikasi antaraktor. Penggunaan media tersebut mempercepat pelaporan
masalah dan respons terhadap kebutuhan lapangan. Akan tetapi, pemanfaatannya belum merata dan belum
seluruhnya dikelola secara sistematis. Informasi penting masih berpotensi terserak dalam percakapan, sulit
ditelusuri, atau bergantung pada perangkat pribadi pelaksana.

Pengalaman penerapan konsep smart living di lingkungan perkotaan menunjukkan bahwa teknologi
harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia lokal agar dapat diadopsi secara efektif
(Sukmawati dkk., 2023). Temuan tersebut menguatkan kebutuhan akan tata kelola informasi yang sederhana
tetapi baku, misalnya format laporan digital, penyimpanan dokumen terpusat, daftar progres pekerjaan,
dokumentasi foto bertanggal, dan penanggung jawab pemutakhiran data. Teknologi seharusnya memperkuat
akuntabilitas, bukan hanya mempercepat percakapan.

Kapasitas aparatur dan pelaksana teknis masih perlu ditingkatkan secara berkala. Wafa, Basri, dan
Desmiyawati (2020) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan sistem
pengendalian intern berkaitan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, penguatan
sumber daya manusia di Sumedang Utara perlu mencakup perencanaan kebutuhan, pemahaman aturan,
administrasi keuangan, pengawasan mutu, pengelolaan risiko, penggunaan teknologi, dan komunikasi publik.

3) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat telah terlibat terutama melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
Masukan warga digunakan sebagai dasar identifikasi kebutuhan dan penentuan prioritas program. Keterlibatan
ini penting karena warga mengetahui kondisi lingkungan secara langsung, termasuk lokasi jalan yang rusak,
saluran yang tidak berfungsi, kebutuhan fasilitas umum, dan risiko yang muncul pada musim tertentu.

Baineo (2021) menemukan bahwa partisipasi dalam pembangunan infrastruktur mencakup
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi; sosialisasi, kesempatan berpartisipasi, serta
kepemimpinan ikut memengaruhi keterlibatan warga. Mahendra, Maesaroh, dan Widowati (2022) juga
menegaskan pentingnya partisipasi pada pembangunan infrastruktur untuk memastikan program sesuai
kebutuhan. Dibandingkan dengan kedua penelitian tersebut, partisipasi di Sumedang Utara sudah terlihat pada
tahap perencanaan, tetapi perlu diperluas secara lebih konsisten pada pengawasan, evaluasi manfaat, dan
pemeliharaan.

Keterbukaan informasi dijaga melalui media sosial, papan pengumuman, serta layanan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Praktik tersebut memperkuat transparansi karena masyarakat
dapat mengetahui kegiatan dan menyampaikan tanggapan. Situmorang, Simanjuntak, dan Elisabeth (2020)
menunjukkan bahwa partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi berperan dalam mewujudkan tata kelola
pembangunan yang baik. Dengan demikian, media informasi yang tersedia perlu memuat informasi yang
relevan dan mudah dipahami, seperti lokasi, anggaran, sumber dana, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan,
pelaksana, serta saluran pengaduan.

Meskipun komunikasi secara umum terbuka, masih terdapat warga yang kurang aktif. Rendahnya
partisipasi dapat disebabkan keterbatasan waktu, kurangnya informasi, persepsi bahwa keputusan telah
ditentukan, dominasi peserta tertentu, atau tidak terlihatnya tindak lanjut terhadap usulan. Yuda, Mapparenta,
Awaluddin, dan Mallongi (2022) menempatkan partisipasi masyarakat dan proses pemerintah sebagai unsur
penting dalam musrenbang. Darin, Moonti, dan Dai (2022) juga menekankan keterlibatan warga dalam
musyawarah perencanaan. Oleh karena itu, kualitas partisipasi perlu dinilai dari keragaman peserta,
kesempatan berbicara, pengaruh masukan terhadap keputusan, dan umpan balik atas usulan.

Fatimah, Wahyuni, dan Tamrin (2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor
penting dalam keberhasilan program pemberdayaan berbasis kelurahan. Temuan ini relevan karena
pembangunan infrastruktur juga membutuhkan rasa memiliki dari warga. Partisipasi yang bermakna dapat
dibangun melalui musyawarah pada tingkat RT/RW sebelum musrenbang, survei lokasi bersama, daftar usulan
yang dapat dilacak, pelibatan kelompok perempuan dan rentan, serta forum evaluasi setelah pekerjaan selesai.
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Partisipasi juga mempunyai fungsi pemeliharaan. Hafrida, Hildawati, Sari, Yanti, dan Afrizal (2023)
menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari pengambilan
keputusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil. Dalam konteks Sumedang Utara,
warga dapat dilibatkan untuk melaporkan kerusakan, menjaga fungsi sarana, dan memastikan infrastruktur
digunakan sesuai peruntukannya. Peran ini harus diatur secara jelas agar tidak mengalihkan tanggung jawab
pemerintah kepada masyarakat.

4) Aktor yang Terlibat

Implementasi program melibatkan pemerintah kelurahan, kecamatan, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM), pelaksana teknis, RT/RW, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
koordinasi telah dilakukan melalui rapat rutin, komunikasi digital, dan pembagian tugas yang cukup jelas.
Sebagian besar aktor memiliki kompetensi dasar yang memadai, didukung pelatihan teknis dan pemahaman
terhadap tanggung jawab masing-masing.

Koordinasi yang berjalan merupakan modal institusional penting karena pekerjaan infrastruktur
membutuhkan kesesuaian antara perencanaan, administrasi, teknis, pengawasan, dan penerimaan masyarakat.
Sumiyati dan Darsono (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan good governance di tingkat lokal menuntut
hubungan antara transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas pemerintahan. Karena itu, koordinasi
di Sumedang Utara perlu menghasilkan keputusan yang terdokumentasi, pembagian kewenangan yang tegas,
jadwal tindak lanjut, dan mekanisme penyelesaian hambatan.

Potensi miskomunikasi tetap ada ketika informasi teknis tidak dipahami dengan cara yang sama atau
perubahan lapangan tidak segera disampaikan kepada seluruh pihak. Firmansyah, Budiman, Adilansyah,
Muhamadong, dan Nur (2023) memperlihatkan bahwa pelaksanaan musrenbang membutuhkan komunikasi
dan keterlibatan yang nyata agar keputusan perencanaan dapat diterima. Oleh sebab itu, setiap perubahan
lokasi, volume, waktu, atau metode pekerjaan sebaiknya dikomunikasikan melalui prosedur yang jelas dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Peningkatan profesionalitas secara berkala tetap diperlukan. Singal dan Priambodo (2024)
menunjukkan bahwa pembangunan dan rehabilitasi jalan memerlukan perencanaan, pelaksanaan, serta
pemeliharaan yang terkoordinasi. Hal ini menegaskan bahwa kompetensi aktor bukan hanya kemampuan
menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga memastikan kualitas dan umur layanan infrastruktur. Pelatihan dapat
difokuskan pada penyusunan rencana kerja, pengendalian mutu, keselamatan, pelaporan, pengadaan, mitigasi
risiko, dan penanganan pengaduan.

Dalam perspektif konteks implementasi Grindle, komitmen, responsivitas, dan pola hubungan
antaraktor menentukan hasil program. LPM dan RT/RW berperan menjembatani kebutuhan masyarakat
dengan pemerintah, sedangkan kecamatan berfungsi dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Peran
tersebut perlu dituangkan dalam matriks tanggung jawab sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau
kekosongan fungsi.

Secara keseluruhan, implementasi program pembangunan infrastruktur kelurahan di Kecamatan
Sumedang Utara telah didukung oleh tujuan yang cukup jelas, pemanfaatan sumber daya lokal, komunikasi
berbasis teknologi sederhana, partisipasi melalui musrenbang, keterbukaan informasi, serta koordinasi
antaraktor. Hasil fisik yang teramati menunjukkan bahwa kebijakan telah diterjemahkan menjadi kegiatan
nyata. Kondisi ini menjadi kekuatan utama pelaksanaan program.

Namun, keberhasilan tersebut belum dapat dinilai hanya dari serapan anggaran dan penyelesaian target
fisik. Program masih menghadapi kebutuhan peningkatan pemahaman masyarakat, pemerataan teknologi,
kapasitas sumber daya manusia, keluasan partisipasi, dokumentasi koordinasi, dan pemeliharaan. Zubaidah,
Hermansyah, dan Indah (2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat memperkuat partisipasi
dalam pembangunan infrastruktur. Artinya, warga perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai penerima manfaat,
tetapi sebagai mitra dalam identifikasi masalah, pengawasan, evaluasi, dan pemeliharaan.

Evaluasi pembangunan juga perlu menerapkan prinsip good governance. Nahak, Brain, Ethelbert,
Kleden, Indriyati, dan Lawalu (2025) menemukan bahwa kualitas infrastruktur yang tidak merata dan
lemahnya pemeliharaan berkaitan dengan perlunya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Relevansinya bagi Sumedang Utara ialah perlunya pemeriksaan manfaat pascapembangunan, kanal
pengaduan, publikasi informasi proyek, audit sosial sederhana, dan tindak lanjut terhadap kerusakan.

Berdasarkan sintesis tersebut, model implementasi yang disarankan adalah siklus terpadu: identifikasi
kebutuhan berbasis data; penentuan prioritas secara partisipatif, penyusunan target keluaran dan manfaat;
penyiapan sumber daya dan pembagian peran; pelaksanaan dengan pengendalian mutu; transparansi progres
dan anggaran; evaluasi bersama; serta pemeliharaan berkelanjutan. Siklus ini menghubungkan isi kebijakan
dengan konteks pelaksanaan sehingga program lebih adaptif terhadap kondisi lokal.
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Implikasi praktis penelitian adalah perlunya indikator yang membedakan keluaran, hasil, dan
keberlanjutan. Keluaran menunjukkan infrastruktur yang dibangun; hasil menunjukkan perubahan akses,
fungsi, keamanan, atau kualitas lingkungan; sedangkan keberlanjutan menunjukkan kondisi dan
pemanfaatannya setelah program selesai. Dengan ukuran tersebut, Kecamatan Sumedang Utara dapat
memastikan bahwa pembangunan tidak berhenti pada penyelesaian administrasi, tetapi benar-benar
meningkatkan kualitas pelayanan dan kehidupan masyarakat.

4. CONCLUSION

Implementasi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan telah
menunjukkan kemajuan yang cukup positif. Kejelasan indikator kebijakan dan kesesuaian program dengan
kebutuhan masyarakat memperlihatkan bahwa perencanaan telah dilakukan dengan cukup matang. Bukti
dukungan seperti dokumentasi kegiatan, laporan hasil musrenbang, dan pencapaian fisik di lapangan
memperkuat kesimpulan bahwa kebijakan yang dirancang mampu menjawab persoalan mendasar di
lingkungan masyarakat. Sementara itu, sisi pelaksanaan, ketersediaan sumber daya seperti bahan lokal,
infrastruktur, dan dukungan teknologi sederhana turut mendukung efektivitas program. Walaupun begitu,
pengelolaan sumber daya dan sistem informasi masih memiliki ruang untuk perbaikan, terutama dalam
menjangkau kelompok masyarakat yang belum aktif atau sulit dijangkau melalui media digital. Keterlibatan
masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan telah meningkat, khususnya dalam forum musyawarah dan
pelaksanaan kegiatan fisik. Namun, beberapa hambatan masih terjadi, seperti belum meratanya penyebaran
informasi, kurangnya pemahaman atas isi kebijakan, serta partisipasi kelompok rentan yang masih minim. Di
sisi lain, pembagian peran antar pelaksana mulai terstruktur lebih baik, walaupun kesadaran individu terhadap
tanggung jawabnya belum sepenuhnya merata. Koordinasi antar pihak terkait, baik dari unsur pemerintahan
maupun lembaga masyarakat, menjadi faktor penting dalam mendorong kelancaran program. Meskipun
kompetensi para pelaksana program cukup memadai, masih diperlukan peningkatan kapasitas berkelanjutan
agar mampu menghadapi tantangan teknis dan administratif secara efektif.
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